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KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
..................................................................................
DAN 
.................................................................................
TENTANG
 …………………………………………………………………
Nomor :……/…../…./2026 
Nomor :  …./…./…../2026 
Pada hari ini, ………..tanggal…………..Bulan……….tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (..-..-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

	I.
	NAMA PIHAK KESATU
	:
	(Contoh) Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kota Kupang, Jalan Raya El Tari Nomor 52, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

	II.
	NAMA PIHAK KEDUA
	:
	(Contoh) Bupati Sumba Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 42 Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. bahwa PIHAK KESATU (contoh) unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. bahwa PIHAK KEDUA…………..
3. PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama untuk................
4. Definisi……………….
5. Definisi……………….
6. Definisi……………….
7. Dst.
Dengan memperhatikan :
contoh :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang……………(judul), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama  ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama........................
(2) Tujuan Kesepakatan bersama Ini adalah untuk..................................
Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah………….(Judul)
Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
1. ………….

2. …………..

3. Dst.

Pasal 4
PELAKSANAAN
(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan dan pelaksanaannya didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dengan surat kuasa Gubernur dan surat kuasa Bupati.
Pasal 5

JANGKA WAKTU
(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diakhiri lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Pengakhiran lebih cepat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT 

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon atau email dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:
	a.
	PIHAK KESATU
	:
	Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

	
	Alamat
	:
	Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang.

	
	E-mail
	:
	biropem@nttprov.go.id 

	
	
	
	

	b. 
	PIHAK KEDUA
	:
	………………

	
	Alamat
	:
	………………

	
	Telepon
	:
	......................

	
	E-mail
	:
	......................


(2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu PIHAK harus disampaikan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.
(3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

(4) Pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answer back).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

(1) 
PARA PIHAK dapat mengubah dan/atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

(2) 
Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis.

(3) 
Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan/atau ditambahkan pada Kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(4)  Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian Kesepakatan bersama  ini dibuat dan ditandatangani di.............pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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